






Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Proses perkawinan campuran dilaksanakan menurut undang-undang yang 
berlaku. Jika perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di luar negeri, 
maka proses perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan tempat 
dimana perkawinan campuran tersebut dilaksanakan. Begitu juga jika 
perkawinan tersebut dilangsungkan di Indonesia, maka dilaksanakan 
sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan terhadap 
perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri harus segera 
melakukan pencatatan perkawina tersebut sekembalinya ke Indonesia agar 
perkawinan tersebut dapat diakui oleh peraturan yang berlaku di 
Indonesia. 
2. Peralihan hak milik atas tanah karena pewarisan dalam perkawinan 
campuran berlaku sebagaimana proses pewarisan hak atas tanah pada 
umumnya, ini dikarenakan proses pewarisan tanah tersebut merupakan 
sebuah peristiwa hukum. Dan untuk kepemilikan hak milik atas tanah 
tersebut bergantung kepada kepada kewarganegaraan yang dimiliki oleh 
ahli waris yang mewarisi tanah tersebut. 
3. Kedudukan hak milik atas tanah yang diperoleh karena pewarisan dalam 




milik atas tanah yang berlaku bagi WNI, sepanjang peralihan hak milik 
atas tanah terebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan  yang 
berlaku. Dan ahli waris yang menerima pewarisan atas Hak Milik atas 
tanah tersebut juga secara sah memiliki kewarganegaraan Indonesia. 
B. Saran 
1. Hendaknya bagi WNI yang menikah dengan WNA dapat melakukan 
perjanjian kawin, serta melakukan pencatatan perkawinan tersebut 
sekembalinya ke Indonesia. Hal ini diperlukan untuk melindungi haknya 
untuk dapat tetap memiliki hak milik atas tanah di dalam perkawinan 
campuran. 
2. Terhadap ahli waris yang mewarisi hak milik atas tanah dapat 
melaksanakan pewarisan hak milik atas tanah sebagaimana proses 
pewarisan hak atas tanah pada umumnya. Namun segala ketentuan dan 
persyaratan terhadap perolehan hak milik atas tanah harus dipenuhi 
terlebih dahulu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 
3. Terhadap ahli waris yang mendapatkan hak milik atas tanah dapat 
mematuhi ketentuan yang mengatur tentang kepemilikan hak milik atas 
tanah, yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang 
Pokok Agraria. 
 
